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PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR IS TAHUN 2024 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5 

Mengingat 

DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

ayat (8), Pasal 27 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) serta Pasal 3 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang. 1 

Protokoler Dan Hak Keuangan Dah Administratif Pimpi 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pe 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tet 

Kedudukan Protokoler Dan Hak Keuangan Dan Ad 

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | Daeral 

Kabupaten Gorontalo: 2 ia) 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeril Repu 

Indonesia Tahun 1945, 
5 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan : 

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), 



2 : Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubdh terakhir 

eh a. Undang-Undang . Nomor” T ahun “2004 Ia 

| “3 Undang-Undang: Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 3 “ 

— Negara (Lembaran: Negara Republik Indonesia Tahun 2 003” Hu 

| Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik /iddonesia 

—.dengan . Undang-Undang Nomor 7 Tahun. 2021: |tentang 

5 . Harmonisasi Peraturan” Perpajakan .(Lembarar: Negara | 3 Republik Indonesia Tahun 2021 .Nomor- 246, Tambahan 1 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor " 6730): 15 an 

. Perbendaharaan Negara ficanaran Negara nga 

Indonesia: Tahun 2004 . Nomor : 5, Tambahan 

N egara Republik Indonesia Nomor 4358): # : 

Laga Nomor 5587 sebagaimana telah pan kal 

Tn terakhir. engan Undang-Undang " 'Nomor 6. Ta 

Has Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ha 

UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indone: 

2023 Nomor 41, “Tambahan Lembaran: Negara 
Indonesia Nomor 6856): Na an 

2 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 'Negara | R 

Indonesia Tahun. 2017. Nomor 106, 'Tambahan k 2 

| Negara. Republik: Indonesia Nomor 6057) sebagainga 
EA 

— “diubah. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahu 

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Repu Jlik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak: uc Ii 

0 dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan F waki 

B
a
 

cp
 kru
 

» 9) om!OPp|AS “sexi. 
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Na Sa 



, 3. 3 

2 . Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun! 
| 2023 Nomor : 6, Tambahan: Lembaran - “Negara ama 

Indonesia N omor 6847), | 

| pub 

pe Tn Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun - 2016 tentang Tn Pengelolaan Keuangan Daerah ' (Lembaran Negara epublik Ea 

Indonesia Tahun: 2019 Nomor. 42, Tambahan L mbaran Eni 

. Negara Republik Indonesia Nomor 6322):.. : Da 2 Ka Ba | : 

9. Peraturan : Daerah Kabupaten Gorontalo. Nomor | Tahun i AG ' 5 | 
NN an 2017 tentang Kedudukan ' Protokoler, | Keuangan dan Si 

f Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilk Rakyat. f Aa | | AA 
.. Daerah (Lembaran. Daerah Kabupaten Gorontalo Tahu n 2007, P3 Nan 

. : Nomor 3 Seri E) 
Ha der in . 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontal6 Nomor 3 4 : un 

2023 tentang Pengelolaan Keuangan - Daerah (ie nb ran . Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 Nomor! I: 

- MEMUTUSKAN:. aa 
» : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN AN PELAKSANAAN 3 
DL PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG . | 

— KEDUDUKAN. PROTOKOLER, DAN “HAK KBUANGAN “DAN. 
— ADMINISTRATIF ' PIMPINAN DAN ANGGOTA |' DEWAN ' 

| PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONI 1 Ha 

| 'BAB I 
KETENTUAN UMUM Oo daa 

| ' Pasal 1 25 Tn TN DI NN NN: 0 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud. dengan : Lan | | 3 0 | 

1, Hak Keuangan dan Administrasi adalah Hak Dewan Perwakilan Rakyat | ni 
0 -— Daerah” "untuk beroleh pendapatan, perumahan, kendaraan dan fasilitas 1 

nk : lain yang mendukung pekerjaan sebagai wakil rakyat. 

Uang. Representasi. adalah uang yang . diberikan setiap” bulaht | kepada | | Kau 

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo karena. kedudukannya 

sebagai I Pimpinan dan Anggota DPRD. | | Be adan 

Hukum|OPDJAS JISE: Af 3 35 ting 

| 



5. tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan” “dar “Anggota 

0. rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dr R 

“10. 

1 5 pemberian jaminan -kesehatan, jaminan kecelakaan . kerja, 3 

12. 

. Uang) Paket adalah uang yang diberikan 'setiap bulan kepada F Pimpi Ie 
| Anggota: DPRD: Kabupaten Gorontalo dalam menghadiri. dan. ne ikuti! 

Tunjangan : Jabatan adalah uang yang diberikan setiap” bulan ab 2 AA 

“Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo karena keduku ke Ir nya" 
| sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontal TAN INNN1 

3 Alat Kelengkapan adalah Alat Kelengkapan DPRD: Kabupaten orontalo 

: yang terdiri dari: Pimpinan DPRD, Badan: Musyawarah, Komi , Badan : 

Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehorla n. — Tn 

:. Alat Kelengkapan lainnya adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabup te 
5 : Gorontalo lainnya yang iperlukan dan dibentuk oleh Rapat ipu . 

DL DPRD Oa Ta 
3 Tunjangan Alat Kelengkapan 'dan alat Kelengkapan lainnya. | ' al h. 

| Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota. dalam Alat Kelengka oa n 

| Kelengkapan lainnya DPRD Kabupaten Gorontalo.” 2 

.Pimpinan: dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo “setiap | ular 

Tunjangan Reses adalah Uang yang. diberikan' kepada Pimpinar 

Tunjangan. Kesejahteraan. adalah tunjangan yang disediakah 

: Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah. “jabatan Ip 

DPRD dan “perlengkapannya, . Tunjangan Perumahan | Anggd ta 
' kendaraan « dinas jabatan Pimpinan DPRD, Tunjangan “Transpdri asi 

. Anggota DPRD, “serta belanja rumah tangga Pimpinan DPRD. Ba Da 

11. 

Ng diberikan kepada Anggota DPRD. 

0 “13. 

ta : kerja orang tersebut pada organisasi. : : 

rapat-rapat dinas. to 

DPRD Kabupaten Gorontalo sehubungan dengan kedudukannya seb an 

Ex Haa, 

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang” " diberika 

Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo setiap melaksanakan reses. B 

kematian, pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas dan atribyt 

Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepadal Pimpinar 
dan Anggota DPRD selama pemerintah daerah belum dapat menyediakar 
rumah negara/ dinas. : : . & 

Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima « seseorang , an 

“IKARAGIOPDJAS A|SEMDA 



Na TP 

“15. 

Nan pelaksanaan fungsi, tugas dan“ wewenang Pimpinan DPRD. 
Pp .16. Belanja Penunjang Kegiatan - DPRD adalah: Anggaran Bea 3 ba 

' kebutuhan minimal rumah tangga. dalam rangka : 

Belanja. Rumah Tangga adalah belanja yang digunakan untuk. 

Ng Anggota DPRD: Kabupaten Gorontalo atas jasa pengabdiannya se tetan yang 
| bersangkutan diberhentikan dengan hormat. | 

Ss i disediakan . .untuk mendukung kelancaran. fungsi, tugas dan | ad ve ang 
| : “DPRD Kabupaten Gorontalo. 
se AT 

20. 

wewenang: DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan. DPRD C 

22. Pemerintah . “Daerah - “adalah: - Bupati. sebagai: unsurpenjel 

23. 

ga. 
Jt 25. 

g adalah badan hukum yang. dibentuk untuk menyelenggarakar br 
2 “Jaminan sosial. pada Oa SE mn aa | 

| 19, Aparatur Sipil: Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah | pi 

» bekerja pada instansi pemerintah. Na IN 

Kelompok pakar. atau tim: ahli alat kelengkapan" DPRD adalah seseora 
“atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai. kemampuan dalam disi 

— 
D
—
 

Heh 

. pegawai negeri: sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian ketj je 

ilmu yarig. sesuai : dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, ting s.dan 

| dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, £ pimpinan fraksi dan p m 

| alat kelengkapan DPRD. | 3 Dana 5: 

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo. Ra 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan. urusan pem erint: har 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

£ 

(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang: selanjutnya disingkat Dp! r P 

| lembaga. perwakilan rakyat Daerah. yang berkedudukan . .sebaga “uni 
Tn penyelenggara Pemerintahan Daerah. # . i | 2 Naa 

Bupati adalah Bupati Gorontalo. Da 3 Na uni 

Pimpinan. DPRD adalah. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten 

2 | Gorontalo. NN And Ka Na denagn 

TeassJopolas san 

5 Dana Operasional Pimpinan. DPRD. yang selanjutnya disebut calohaa lah 2 
: Una “ dana yang . diberikan setiap bulan ' kepada Pimpinan DP D “ur tuk": Tn 

Ea un “menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan: dengan “relmbittasi : 
n pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua 

aa dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari. Paha PN Send | 
| 118. | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya. disingk 



S0 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang: selanjutnya disin kat ! 

Ha — Perda. 

NN Ta 

3 26. Anggota 1 DPRD Kabupaten Gorontalo selanjutnya disebut Anggot ! PRD '- “ 
adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota . DPRD: ig “dan telah mengucapkan sumpah /janji berdasarkan ketentuan pasal A 

Ae  perundang- -undang Republik Indonesia. . . ta Ta 
“297. Sekretariat DPRD: adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Gorl Taun “08. Sekretaris DPRD Kabupaten Kabupaten Gorontalo selanjutnya | No ba 

Sekretaris DPRD: adalah Pejabat Perangkat Daerah .yang. nemimpin 

2 . Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten Gorontalo.. Ng : Tana 

2 APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan den » 

-BAB II 
— RUANG LINGKUP 

Tn | : Pasal 2 
1 Ruang lingkup Peraturan Bupati : ini meliputi : SS 

ca penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD: Panin 
Ban b. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota 1 -DPRD: 

-C. uangjasa pengabdian, dan | | 

d. belanja penunjang kegiatan. 

. . BAB m 

" PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA. DPRD. 

| | “Pasal 3 : 

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari : an 

a, uang Representasi, 

“tunj angan keluarga, 

tunjangan beras, 

uang paket, Da | | | 
tunjangan jabatan, en Kanan . | ok 0 

s tunjangan alat kelengkapan, dan | 2 Kn 

1
 
P
P
 

n
u
 

tunjangan alat kelengkapan lainnya: 2 Mn en 
(2) Besaran penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan t ter Hi i dari ag 
- a. Uang Representasi meliputi: : : Sp Angan 

A1 Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati. a5 

2 Wakil Ketua DPRD, sebesar 8076 uang representasi Ketua DPRD. . 

KASEGT OPDJAS-ISEKPA 

" 



(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 

(2) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain 

a. tunjangan Komunikasi Intensif yang dibayarkan setiap bule 

-7- 

3. Anggota DPRD sebesar 75Yo uang representasi ketua DPRD. 

ag Tunjangan Keluarga meliputi: 0g Tana 

: Tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya san 

tunjangan keluarga. bagi ASN sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan, | " 

. Tunjangan Beras meliputi: | 

Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota 1 DPRD besarnya besarannya ea 

sama dengan tunjangan beras bagi ASN sesuai: dengan 

peraturan perundang-undangan, | : 

. Uang Paket meliputi: 

Uang Paket: Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 109 

persen) dari uang representasi. 

. Tunjangan Jabatan meliputi: 

Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan stan it i 4590 1 pa 

(Seratus Empat Puluh Lima Persen) dari uang representas 

masing. | 

, Tunjangan Alat Kelengkapan dan 1 Tunjangan Alat Kelengkapa 
La diberikan dengan ketentuan: : | 

1, Ketua sebesar 7, 5Yo (tujuh setengah persen) dari | Tnjangai 

Ketua DPRD, " To 

2. Wakil Ketua sebesar 594 (lima persen) - dafi Tunjangan 
Ketua DPRD, 2 Tana: 

h Lainnya 

“3. Sekretaris sebesar 495 (empat persen) “dari Tunjangan Jaba 

DPRD: 3 | 1 
4. Anggota sebesar 394 (tiga persen) dari Tunjangan. J abatan Ket 

5. Pemberian Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan dan Alat Ke 

Dewan Lainnya memperhatikan Surat Keputusan . DPRI) 

Penetapan Personil Alat Kelengkapan Dewan. 

Pasal 4 

peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD: dan 

b. tunjangan Reses yang diberikan. setiap 1 (satu) kali masa reses 2 

Hokom| OPD AS 1ISEHDNIwasyp 

L ! 

| 

1 
| | 

na dengan, | 

peraturan aan 

| 
| 4 

ketentuan . 

| 
sah 

b (sepuluh, | 

. masing- Bi an 

1 Jabatan, 

Jabatan Oa 

KK 
ua D DPRD." | 4 

lengkapan | Aa, | 

aan 2 

in Dean 

5 ” 
dan ayat. Pd 

berupa : “ 
bo 

an untuk - 



-8- 0. 

(2) Jumlah. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses seba agaimana. | : ea 

dimaksud pada ayat (1) huruf .a dan huruf b,: dibayarkan sesyjai dengan NN 
kemampuan keuangan daerah sebagai berikut : | sp - 3 . Ti La 

a. Tunjangan Komunikasi Intensif : | . | Kana ban 
1. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi paling. banyak 7 | iju 

dari. uang representasi Ketua DPRD. 

2. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang paling banyak 5 dim , . sad 

yang representasi Ketua DPRD. 

3. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah paling banyak 3 (tigi | ke 1 ia ine an 
uang representasi Ketua DPRD. 

b. Tunjangan Reses: : 2. aan 
1, Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi pating banyak 7 AR ji ) ka 

dari uang representasi Ketua DPRD. 

2. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang paling banyak 5 Ta IN cali 

uang representasi Ketua DPRD. Kn “ 5 ba 

3. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah paling banyak 3 tgh kali & 
uang representasi Ketua DPRD. 

Wana 

(3) Penentuan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud 

(4) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang Fl ku 

| (BABIV 3 - 
"TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN AN GGOTA: Di 

da. 
“. Bagian Kesatu ” 

J aminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Ke hati 

| aa “Pasal 5 — nan - 
NB! ) Pimpinan dan “Anggota DPRD diberikan tunjangan cegah er 

jaminan kesehatan dalam. (bentuk i juran kepada BPJS. 
--(2) J aminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat wj juga teri a kis : 

| dan anak | sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang Te 

(38) Selain jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan “|. 
dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan: untuk oi ng 5 2 hi TN 

status Kesehatan diluar " Cakupan pelayanan 5 Kesehatan yang dibe Ikan ol : h : 
: BPJS. Tana Nan. kan Ka Di Pena 

0g Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada a ayat @r hari : a er apa 
Pemeriksaan. Kesehatan sehanyalk 1 (satu kali dalam 1 (satu) ' Tati | Lt lak 

termasuk suami/istri dan anak. | | | Sani Kana Nanga 
- 

KABAG OPp AS TISEKOATVABUEI 
- ATA 
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- 8)1 Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaki 

fasilitas kesehatan yang berada di dalam: negeri dan 'diutamal 

— daerah bersangkutan. . | 

(6) Pemeriksaan. Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (9) dianggark 

| bentuk program pada Sekretariat DPRD. | | 

aa Pasal 6 — 

en Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteradh 

E
N
 

jaminan kecelakaan kerja danj jaminan kematian. 

(2) jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana 

Bagian Kedua 

Pakajan Dinas dan Atribut 

Pasal 7 | 

Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi : 

tt
 

a. pakaian sipil harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang: dalam 1 testi) 

b. pakaian sipil resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu te un ' ' 

Cc. pakaian sipil lengkap (PSL) disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 1. ) ih y | ! 

d. pakaian dinas harian (PDH) lengan panjang. disediakan 1 (sa 

dalam 1 (satu) tahun, dan | « 

.€. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 atu) 7 pasang NN 

(satu) tahun, Da NN 

: Pasal 8 

( 1) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi : 

a. Pin | 

ob. Peci . 2 " 

| | d. Dasi: dan 

e Papan Nama. 

(2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat w. disediakan : 2 Gua | li dalam | 

5 (ima) tahun. 

1 “ 2 

Pasal 9 

(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD set 

Pemerintah Daerah yang berlaku, 

dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 mengacu pada standar in an harga 1 : | 8 

agaimana ea HI 

. (kesssloppIAS Iseyba Ta . 
LAATAL HI 

an. pada. 
an dalam 

dimaksud -N . : 

pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanj 



-10- 

(2) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan da .Anggota' 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat : (1) mempertimbangkar 

efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kemampuan keuangan daeran|| a 

5 Bagian Ketiga : | 

Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan 

Pasal 10 : 

(1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah Negara dan petlengkapdh | 

Pimpinan DPRD. Ta 0 ala 

(2) Penyediaan rumah negara dan perlengkapannya. bagi pimpin | DPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan standar be rk: 

ketentuan: peraturan. perundang-undangan yang berlaku, deng . e ag 

memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajar: n ses uai 

dengan kedudukan protokolernya. 

(3) 

beserta perlengkapanya dibebankan pada APBD. 

(4) Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir 

mengembalikan rumah negara beserta perlengkapannya dalam ke 

masa 

kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa 

jabatan. 

Pasal 11 — - 

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Nes ra bagi : 

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), mal - epada' 

Belanja pemeliharaan: secara berkala rumah negara untuk pimpi 1 (D 

' yang bersangkutan. diberikan tunjangan Perumahan dalam bentuk : an « 

dibayarkan setiap bulan.. 

(1) Pemerintah Daerah dapat menyiapkan rumah Negara dan perleng 

bagi Anggota DPRD. | : - 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah N 

perlengkapannya bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada” 

maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan. Perumaha 

| Pasal 12 Ba BNN Una 1 

bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. | 0 

KaEBGTOPp ASIA So LT an 
LIMA 

n. prinsip . 3 
| 
! 

! 
: 

aa NN 
Na ni 

| 
| 

i 
! 

0 nah 

Kai hat —wajib . | 

daan baik 2 

Dami : 

egara dani an 

2 ayat (1, .. 

lan dalam |. 

1 NN ANN TN TN



(1) 

(3) 

(4) 

(S) 

(2) 

(1) 

.-1- 

Bagian Keempat | 

Kenderaan Perorangan Dinas dan Tunjangan Transportasi. 

| Pasal 13 | 
Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan perorangan di 

Belanja pemeliharaan secara berkala kendaraan 3 

dibebankan pada APBD berdasarkan ketentuan peraturan 

undangan. | 
Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana ayat (2) meli 

a. jasa Service, 

b. penggantian suku cadang, 

Cc. pelumas, 

d. jasa KIR, 

e. biaya perpanjangan STNK, 

f. pajak kendaraan, dan 

g. asuransi. : 

Pimpinan DPRD yang berhenti atau berakhir masa jabatani 'ya, 

nas. 

erundang- 

puti : 

wajib 

mengembalikan kendaraan perorangan dinas dalam keadaan baik kepada 

Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan. 

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kenderaan! 

Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (Il), ka kepada 

Pimpinan DPRD diberikan tunjangan Transportasi' yang dibayar 

bulan. : | 
“ta 

Pasal 14 

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Transportasi bag 

DPRD. 

Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

setiap 

i Anggota 

diberikan 

dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 

pengucapan sumpah / janji. 

Bagian Kelima 

Belanja Rumah Tangga Pimpinan 

Pasal 15 
Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD disediakan dalam 

menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan D 

Ir jp UP) 

AL TIN 



.@) 

8 

(4) 

(5) 

Pimpinan atau Anggota. DPRD yang meninggal dunia atau. 

5 ketentuan : 

-12- 

Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD, 

dan dianggarkan dalam program dan Kegiatan Sekretariat DPRD, 

Kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD. terdiri dari : 

belanja persediaan makanan dan' minuman n harian: | 

belanja makanan dan minuman tamu, | 

belanjan makanan dan minuman kegiatan: - |. 

belanja alat kebersihan dan bahan pembersih, dan, . 

p 
A
p
.
 

p 

belanja pengisian gas LPG. 

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat ti) figuniakan, “ 

untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga ng si 

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

Standar kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD: set agaimai 2 
dimaksud pada ayat (2) memperhatikan batas minimal dan. ' naksima : 

setiap bulan. 

Standar minimal dan maksimal kebutuhan belanja rumah tangga Pir pil 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperhatikan : 

kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat . yang. ber 

kemampuan keuangan - daerah serta dilaksanakan ” "sesuai ketentuan “1 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

k Bagian Keenam” 

Uang Jasa Pengabdian | 

Pasal 16 “st... 

masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian. 

Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada 

disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRI 
&. 

a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun. petis : : 

uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representas 1. 

b. masa bakti sampai “dengan 2 (dua) tahun, diberikan 

pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi. | : 

c.. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, | diberikan 

| pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi. 

d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan - 

pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi. 

Hai Na 

ayat ( 

, dengan 0 

(Sessopojas sapi WABUP) : 

ang. 2 bag 

ang "jasa, Bean
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e. masa : bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa, | 

“pengabdian sebesar 5 ima) bulan “atau paling banyak (e nam) bulan: : i 

uang representasi. Tg Ban “ | | — : . | | 

Pasal 17 . 25 | | ia 

Dalam hal (Pimpinan a atau Anggota DPRD meninggal dunia uang jasa pengabdian . : pa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada £ ahli warisnya sesuai . 6 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 0 0 

BABV Pa 
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN” aa 

h 

BI 
KN II 

— Bagian Kesatu 

Belanja Program dan Kegiatan Naa 

Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancarar 

tugas dan wewenang DPRD terdiri atas : 

a. program, meliputi: Tg Na NN | PEN DAN 

1. penyelenggaraan rapat, 0 5 

2. kunjungan kerja: “ 

3. penyiapan, pengkajian dan penelaahan Rancangan Peraturan Da . erta 1g : 

sosialisasi dan pemantauan profesionalisme tindak lanjut pel 

Peraturan Daerah, sa | 

4. Peningkatan Kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya M | 

lingkungan DPRD, 

5. koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemas, Liga 

6. program dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan" deng: . & ' 

- Fungsi dan wewenang DPRD. Ta | a 1 

b. dana Operasional Pimpinan DPRD, | | 

Cc. pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD: Kang Hi 

d. penyediaan Tenaga ahli Fraksi: dan | | aa | 0 1 ak . 

e. belanja Sekretariat Fraksi. | 0 Oa Pa 

ap 

Pasal 19 

Belanja penunjang. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 disusun E 4 

dalam rericana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan Sai 

peraturan perundang-undangan. " | 

KOra|OPp JAS 1ISEFDA Te et 
AAA PIL 



(1) 

(2) 

(1) 

2 

Pemberian dana. operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

setiap bulan dengan ketentuan: 0 8 eh 
a. 8076 (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya Ho 

atau disebut Lumpsum, dan - 

b. 2040 (dua. puluh persen) diberikan untuk dukungan dana me lainya. - 

(1) 

ayat (4) dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. | 

-1da . 

Pasal 20 

Dalam menunjang pelaksanaan tugasnya Pimpinan dan Anggo 

diberikan biaya perjalanan dinas dalam. daerah, luar daerah dan luar negeri 2 . 

dengan mengacu pada program sebagaimana. dimaksud dalam 

huruf (aj. Sa BN 2 | 1 Kan 3 

Standar biaya, Tata . Cara, Pelaksanaan, Penatausahhan : dan Hb Hn 

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan . dan Angggi at 

mengacu pada ketentuan | Peraturan Perundang-Undangan. 1 

| Bagian Kedua a | 

Dana Operasional Pimpinan DPRD. 

rasi | 

: pi 
is Lu 

E pa 

ana hi 

Hedi 
da 

! ut 
“id 

' 

ta DPRD" Ng 

Pasal 18 3 

a DPRD o. 1 

Paragraf 4 d 

Besaran Dana Operasional - : 

| Pasal 21 Th 

Untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan ' dengan in 

representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna | melancarkan 5 . 

pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD sehari- hari, Pimipinan 

DPRD diberikan Dana Operasional yang dibayarkan setiap bulan. 

Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana. dimaksud pada | | .' 

Paragraf 2 
| Pelaksanaan an 

Pasal 22 

r-' 

Pasal 23 

| 

Ea PAN 
Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran . 

langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) daripagu 1 (satu) 7 5 

tahun anggaran kepada pengguna anggaran. 
F3 

Berdasarkan pengajuan .surat permintaan pembayaran 

1 

# 

| 

dilakukan Hap 

mana 

enda Ka ana 
ysi Ka AN Da Ba 

| “5 
| 

: Naa 

| langsung: Tn 
| sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD .selakul pengguna | ia 

Ikorag GpD AS 1ISEKDA 

La 
BAAK 



3 

(4 

(1) 

(2) 

(1) 

| anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk 

dalam. Pasal: 21 huruf b dengan berpedoman pida ketentuan 

perundang: “undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. 

-15-: 

DO 1 /12 (satu per dua. belas) daripagu 1 (satu) tahun anggarar 

bendahara umum daerah. . . | 

Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud. pad 

melampirkan: ' 

a. Daftar penerima DO, dan 

b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan D. 

. menji jelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntuk! 

Kuasa BUD . menerbitkan surat perintah pencairan dana u 

berdasarkan. surat perintah: membayar langsung sebagaimana 

pada ayat (3) kerekening bendahara pengeluaran satuan kerja 

daerah Sekretariat DPRD. 

Pasal 24 . , " i 

| 
Tn | 

a cayat | ani 

t | | 

| 
RD yang 2 | 

(pencairan 0 

. kepada! , 1 

nnya.. | Oa 

ntuk ' Do” na 

dimaksud ” 

ra . an 

1 

Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat. ah 3 
. melakukan pembayaran DO yang diberikan. secara sekaligus el 

dimaksud dalam Pasal 21. Huruf a, berdasarkan: kuitansi yang telah hn. 3 
- 

ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.“ 

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam : pasal. 22 ayat @ “4 2g 

dimaksud - 

eraturan | ' 

. mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana 

Oa 

. Paragraf 3 

Pertanggungjawaban aa 1 n 

Pasal 25 Ta Ar 

Dalam rangka pertanggungjwaban DO, Pimpinan . DPR 

sesuai dengan peruntukannya. 

Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud da 

21 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO. 

Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud da 

21 huruf b disertai bukti pengeluaran uang yang lengkap dan sah| 

DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada | 

pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. . 

| menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah 

lam pasal 

endahara ni 

NogaslOPDJAS ISEWalw t- 

lara pasal: 
-i " Kai 

Sa AN: Ta ag 
Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan: 

agaimana T 

Sd aa Da aa 

| 

1 

1 
t D “Wajib Kn



5) 

(1) 

(2) 

(1) 

(3) 

(9) 

(1) 
untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam dis 

i tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompens 

kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga sat 

perhari atau perbulan. | 

an orang . 

. Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat ketengkaban D DPRD Ta 

memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan kah 

keuangan daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan 

Perundang-Undangan. | . 

& - 

Bagian Keempat . 

Tenaga Ahli Fraksi | 

: Pasal 28 

Tenaga 'ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (s atu) orang”, 
Iplin ilmu : Kn! 

asi dengan Hi . 

KABAG ne KaRAGIOPDIAS 4ISEKDA|WkBuP| | 
MA Ai T 

Peraturan . . 

ha 

| 

-16- KP 

Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai : 

tambahan DO bulan berjalan. | l| " : | . 

| Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh pimpinan DPRD se! agaimana ag 

dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana... : 

bulan berikutnya. bi: 

| Pasal 26 | | ea 
Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan: : | 

pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sampai. 

dengan akhir ' tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus lisetorkan? 

kerekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desem er tahun, : 

anggaran berkenan. 0 b 

Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan aa 

pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaanr ya harus | 

memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dana kuntabili 8. 

Bagian Ketiga 0 | . $ 

Kelompok Pakar atau Tim Ahli. 

| ” Pasal 27 — a. Ba: 

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan berjumlah paling banyak 3: . 

(tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. | 5 — Ng | 

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD V diahgkat dan N 

diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD. Ki ' “ 

Pembayaran jasa bagi kelompok pakar. atau tim ahli alat ke. engkapan Tn 

DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan PPRD | atau Bag 

ampuan Pan an



dimaksud pada Pasal 21, Besaran Kompensasi Kelompok Pakar-atat Tim Ahli Ka 
Alat Kelengkapan' DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, ser 

: Kompensasi Kelompok Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud n 

Aa Besaran 5 

ida Pasal | | 
128 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisa 

. Peraturan Bupati ini. 

KasAG(OPDIAS AISEKDAIWABUPI 

JG LAN : | | 

hkan dari . . : 
Pa. 

te 

17- NN 3 
Oe 

memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan: | : 

kemampuan keuangan daerah. na : | Kan 2 : : 
(2) | Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan | 1 

| keputusan sekretaris DPRD. | KE | 

(3) Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi memperhatikan azas kepatutan,' | 1, 
kewajaran, rasionalitas dan kemampuan keuangan daclan | serta . 3 | 

— dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Tn | | . - 

Bagian Kelima | ti 1 
Tenaga Sekretariat Fraksi ! . 

| — | Pasal 29 Nan . 1 | | 
(1) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan an garan dani. : j 

dilaksanakan sesuai ketentuan : peraturan perundang-undangan. Nan un | 
(2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dibiayai dari anggaran . 9 

sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan. : | 
kemampuan keuangan daerah. | 5 ! Sa 

(3) Penyediaan sarana . sebagaimana dimaksud meliputi ruaang kerja pada EN “ag 
Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan, . | 

peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana a mobilitas. | 3 

: . Pasal 30 Gn Ssi 

“ Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota. DPRD sebagaimana di dimaksud . 

| pada Pasal 3 dan Pasal 4, | Besaran Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan. | 
Anggota: DPRD sebagaimana di dimaksud pada Pasal 5, Besaran Tunjangan : . 

Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di dimaksud ada Pasal " | 

11 dan Pasal 12, Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dah Anggota | 

DPRD sebagaimana. di. dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14, Standar. 4 aa 
Kebutuhan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud... pa 

pada Pasal 15, Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD se Pagaimana.
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BAB v1 

PEN GELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPIN 

DAN ANGGOTA DPRD 

Pasal 31: 

— (1) Penghasilan, Tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian P aa dan 5 ! 

Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merup 

belanja DPRD yang. diformulasikan kedalam rencana kerja dan 

“Satuan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ked 
belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud: pada 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda 

(3) Angggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat | 1 n 

bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. 

BAB VII. 
KETENTUAN PENUTUP 3 

Pasal 32. os... 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka: Ba 

AN 

| 

a. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pe 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan conan | 

Gordntalo ui Rakyat Daerah Kabupaten. Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten 

Tahun 2017 Nomor 51): | 

b. Peraturan Bupati Gorentalo Nomor 52 Tahun 2017 tentan 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses ga nan dan | | 

Anggota DPRD. serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua abupaten ta 

Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 No in 52): Ka: d 

Cc. . Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 52 Tahun 2017 tentang ' 

. Tunjangan Komunikasi Intensif dan : Tunjangan Reses Pimpinan dan” 

Anggota DPRD. serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Kabupaten. 

Gorontalo | : 

Gorontalo F i 

Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Nomor 82 Tahun 2017 teritang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Nomor 52 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunik 

dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana O 

Ketua dan Wakil Ketua Kabupaten Gorontalo, dicabut dan dinyatf n tidak 

berlaku. | 

KesaGjoppIAsS IISEHDAWaBup! — 
LA ALS | 

anggaran. 2 

anggaran | 

alam jenis — 

Ta 2 

Besaran 

si Intensif us 

perasional : 

aa Na 

Ka Ka 

M
a
g
 
S
A
N
A
 

R
A
 

| 

aksanaan, NN 

| 

“| 

Besaran, 



2 

Pasal 33 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 42 MAREJ 2044 

ORONTALO, 

NELSON 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

RONI SAMPIR 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR
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LAMPIRAN. 

PERATURAN BUPATI GORONTA 

NOMOR- : TAHUN 2024 
sio 2 | | 

KSANAAN Ola TENTANG "PERATURAN : PELA 
| | | ” PERATURAN DAERAH NOMOR 
1 2017 “TENTANG” KE 
Tan PROTOKOLER DAN HAK KEUANG 

ADMINISTRATIF — - PIMPINA 
— | aa :| ana tah 

— ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 2 : 
DAERAH KABUPATEN GORONTA LO: | 

3 TAHUN . 
SUDUKAN daa 
GAN DAN 

, BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD : 

a. Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD 

1. 

Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD | . - 

1. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu | 

2. 

5. Delapan Ribu Rupiah). 

. Anggota DPRD sebesar Rp. 157. 500,- 

Tunjangan J abatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan seb 
1. 

. Ribu Rupiah). 

. Wakil Ketua DPRD sebesar: Rp. 2. 436. 000, - (Dua Juta Em 

diberikan sebesar: 

1. 

— Anggota sebesar yaitu Rp.1. 575.000,- 

Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima, Puluh Rupiah). 

. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tinjangan Alat | Kelengkapan 

Puluh Lima Ribu Rupiah). 

Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168. 000,- (Seratus 

Lima Ratus Rupiah). 

Ketua DPRD sebesar Rp. 3 045. 000,- (Tiga juta Empat I 

Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). 

Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283. .750,- Dua Juta Dua Rati 

Ketua DPRD sebesar Rp. 228. 375,- (Dua Ratus Dua Putuh 

Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), | 

Dan bag 
Enar | Pul 

(Seratus Lima Puluh juh Ri 

Ketua setara dengan gaji pokok Bupati sebesar Rp. 2.100.900,-' Dua ' 0 
... Juta Seratus Ribu Rupiah): | AG kana 
. Wakil Ketua sebesar Rp. 1. 680. 000,- (Satu Juta: Enam Ratu 

Puluh Ribu Rupiah). Tag ta . ai 1 aah 5 

(Satu Juta Lima Ratus Tujuh “|. 

sar: 

pat Ratus 

s us Delapan Ki 

uh Delapan 



“25 Wakit Ketua DPRD sebesar Rp. 152 .250.- (Seratus Lima Butuh Dua 3 

— — Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, Ora NN Ta . ag . 5 2 : | . 

3. Sekretaris sebesar Rp.” 121, 800,- (Seratus Dua Puluh un Fata Ru 1 5. 

3 Delapan Ratus Rupiah), | | aa | 
Tn 4. Anggota sebesar Rp. 91, 350 Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus 

: | Lima. Puluh). | Gn asa | | Dn 
. e. Tunjangan Komunikasi Intensif: . | MA Ba ai 

1. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi paling” banyak 7 ( jujuh) kali 3 “dari -uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 1.700.004,- “(Empat » 
| Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah): | NN 
2 Kemampuan Keuangan. Daerah: Sedang paling banyak 5 m 

- dari “uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. : 10. 500, 000, | r 
| “Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), 0 .5 “a “3. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah paling banya 3 sel 

"uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. € 6.300. 000,- (Enari Juta i 
| | Ratus Ribu Rupiah): - . | an 

£ . Tunjangan Reses, MA an Sell, 5 
1.. ' Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi paling beliyate 7 7 -! jL : 

.dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 14. 700. 009 0: KG: 
2. Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah): Tg Kanan 

2. Kemampuan: Keuangan Daerah Sedang palig banyak: 5 filim: 
| dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 10. 500. 000, 1 (Ser 

| Juta Lima Ratus Ribu Rupiah): | aa “ | | 
“3 Kemampuan Keuangan Daerah Rendah paling banyak 3 cl k 

6 uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 6. 300. :000,- - (Enar Tn : 

Re Ratus Ribu 1 Rupiah): Ph | Nan |: 

1. "BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN w ancord Di 

— . A. Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD. 0 , : 3 
: “Besaran Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan: Anggota DPRD paling 

— banyak Rp. 2. 000. 000, perorang. : 2 

B. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota I DPRD. 
1. Besaran Tunjangan Perumahan Ketua DPRD sebesar Rp. 10k 

(Dua Belas Juta Tujuh Ratus Ribu | Rupiah). Ta 
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" 2 Besaran “Tunjangan Perumahan | “Wakil Ketua. DPRD . “sebesar Rp. 5 9. 100.000, - (Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah). “oo - 3. Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD sebesar Rp, 8 
| (Delapan Juta Empat K Ratus Ribu Rupiah). 5 

. Tunjangan Transportasi Paga | Hi - : Ba . Kg 
oh Besaran Tunjangan : Transportasi Si Ketua. -DPRD " “ae 
1 12. 500. 000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus: Ribu Rupiah). da an 
2 Besaran" -Tunjangan Transportasi. “Wakil Ketua. DPR 

| Rp. 1. 500. 000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). 
3. Besaran ' “Tunjangan . Transportasi Ea Anggota . - DPRD 
. S Rp. 10. 600. 000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu u Rupiah), 

D. Belanja F Rumah Tangga Pimpinan na Kn 
5 . Standar & Kebutuhan Belanja Rumah tangga Pimpinan an “se 
Na “berikut: AN NN us 

: Ba Pa Standar minimal kebutuhan Belanja Rumah tangga un tie Ketua : 
— “ . DPRD ) sebesar Rp. 15, 000. 000 (Lima Belas J Juta Rupiah), setiap bulan | 

: 5 Santan minimal. . kebutuhan Belanja Rumah tangga Masi! n 
' “Wakil Ketua DPRD sebesar Rp3 10. 000. 000,- (Sepuluh Juta. up 
“setiap bulan. OA Ta Tg maa | . 

3. Standar maksimal kebutuhan Belanja Rumah tangga untu ce Keti 
5 DPRD sebesar Rp. 29. 500.000 (Dua Puluh Sembilan Juta 

: Ribu Rupiah), setiap bulan dan : 
4. Standar maksimal kebutuhan Belanja Rumah tangga Masi ahem 

| Wakil Ketua DPRD: sebesar Rp. 27. 500. 000,- (Dua Puluh Tpjuh Juta 
& “Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan. | | Man 

» OK Belanja Dana Operasional . 

Besaran Dana Operasional Pimpinan 1 DPRD sebagaimana. dima su | 
ayat (1), dibayarkan s sesuai dengan kemampuan. keuangan daeri h. ebag 
berikut : | | : 
1. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi :. Ha 

' Ketua DPRD yaitu Rp. 12, 600. 000,- Dua Belas Juta KA n Ratus: 
Ribu Rupiah), dan Ta 
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b) masing-masing Wakil Ketua paling banyak 4 (empat) kali dari 

uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 8.400.000,- (Delapan 

Juta Empat Ratus Ribu Rupiah): 

2. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang : 

a) Ketua DPRD paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi 

Ketua DPRD yaitu Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus 

Ribu Rupiah), dan 

b) masing-masing Wakil Ketua paling banyak 2,5 (dua koma lima) 

kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 5.250.000 

(Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah): 

. Kemampuan Keuangan Daerah rendah , 

a) Ketua DPRD paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi 

Ketua DPRD yaitu Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu 

Rupiah), dan 

b) masing-masing Wakil Ketua paling banyak 1,5 (satu koma lima) 

kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 2.625.000 (Dua 

Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Puluh Ribu Rupiah), 

B. Besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat kelengkapan 

DPRD 

1 Strata satu (S1) sebesar Rp.3.458.144 (Tiga Juta Empat Ratus Lima 

Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) perbulan, 

. Strata dua (S2) sebesar 3.709.139 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan 

Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) perbulan, 

Strata tiga (S3) sebesar 4.183.239 (Empat Juta Seratus Delapan Puluh 

Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) perbulan, 

C. Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi DPRD 

Er, Strata satu (S1) sebesar Rp.3.458.144 (Tiga Juta Empat Ratus Lima 

Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) perbulan, 

Strata dua (S2) sebesar 3.709.139 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan 

Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) perbulan, 

Strata tiga (S3) sebesar 4.183.239 (Empat Juta Seratus Delapan Puluh 

Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) perbulan, 

Laup I GORONTALO, 

NELSON POMALINGO 


